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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Keabsahan dan hasil dari janji cerai menurut Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
menyatakan bahwa “suami yang telah dinikahi oleh Islam, untuk pisah dari
isterinya, terlebih dahulu harus diajukan surat ke pengadilan syar'iyah di
tempat tinggalnya.Surat yang berisi pernyataan bahwa ia bermaksud akan
pisah dari iparnya pergi dengan alasan, dan permintaan ke
pengadilan/pengadilan syar' iyah untuk diadakan sidang untuk keperluan
itu”. Mengenai keaslian dan hasil yang terpisah dari janji yang dibuat di
depan kepala kota adalah asli dengan peraturan yang ketat, namun akan
bertentangan dengan peraturan negara. Hal itu diperkuat dengan pengaturan
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan tegas
menyatakan terpisah _ hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan.
Hasil atau hasil yang terpisah di luar Peradilan Agama juga dapat
mengakibatkan pasangan suami istri dan anak, misalnya : a) Tidak dapat
melakukan perkawinan dengan orang lain melalui KUA. b) Tidak dapat
meminta biaya hidup melalui pengadilan yang ketat. ¢) Kedaluwarsa
kewajiban untuk biaya pemeliharaan anak. d) Sulit untuk mendapatkan

harta bersama. e) Anak sulit mendapatkan bagian dari hasil warisan.
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2. Implementasi janji-janji pemisahan yang dibuat di hadapan Kepala Kota
saat ini menjadi kecenderungan bagi masyarakat khususnya di Kota Giri
Sasak . Klarifikasi Berbeda Lain-lain Berjudi maupun Hasil Jika Dipisahkan
Dari Janji Di Luar Pengadilan , Namun Orang Di Kota Giri Sasak
menganggap kecil dan tidak mengabaikannya, sehingga menjadi dengan
alasan bahwa masyarakat prinsip (pasangan dan anak-anak) tidak
mendapatkan hak-haknya secara umum. Sumpah pisah harus diucapkan di
muka pengadilan yang tegas, agar mendapat kepastian dan kebebasan, toh
sepanjang itu banyak orang yang masih belum cukup akan benar-benar
paham _ terkait dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang menentukan diucapkannya pisah. _hanya bisa dilakukan di muka
sidang pengadilan dan khususnya dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun
1974 Perubahan Menjadi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Perkawinan .

B. Saran

1. Parapenegak hukum terutama dari aparatur Desa dapat diharapkan berperan
memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang perkara, yang berasal dari
kasus-kasus orang lain tentang akibat-akibat tentang perceraian yang
bersumber pada kasus-kasus sebelumnya kepada para pihak yang sedang
melakukan dalam kasus penceraian;

2. Penegak hukum sebenarnya merupakan perwujudan dari juru damai

(mediator) yang diperintah syar’iyah yang berusaha menetralisir pihak-
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pihak yang berperkara untuk mencari jalan keluar baik dalam semuah pihak,
meneruskan perkawinan atau sebaliknya (bercerai);

Dan memberikan atau melakukan sosialisi terhadap masyarakat terutama di
Desa Giri Sasak dalam memahami bagaimana prosedur bagaimana cara
melakukan ikrak talak atau pencerai yang sesuai dengan aturan undang-
undang yang berlaku.

Memberikan tekanan terhadap masyarakat mengenai penyelesaian Ikrak
Talak yang harus dilakukan dihadapan pengadilan Agama yang berwenang
menyelesaikan perkara yang di berikan untuk kedua belah pihak dalam
melakukan Ikrak Talak, supaya ada kepastian hukum dan hak-hak anak bisa

di jaminkan dan mengurangi risiko untuk kedepan nantinya
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